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Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis :   Kajian Budaya Kerja Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai. Fokus penelitian yang ditetapkan, meliputi Komitmen pegawai dalam melaksanakan tugas, Wewenang dan tanggungjawab atas pekerjaan yang dilakukan, Profesionalisme pegawai dalam melaksanakan tugas, Kreatifitas dan Kepekaan pegawai dalam menghadapi pekerjaan, Ketepatan dan Kecepatan, Disiplin dan Keteraturan kerja, dan Dedikasi & Loyalitas aparatur dalam pekerjaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah model interaktif sebagaimana yang dikembangkan Miles dan Huberman. 
Metodologi Penelitan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif bermaksud mendeskripsikan relasi sebuah peristiwa untuk memperoleh gambaran tentang fenomena yang terjadi di objek penelitian. Fokus pengamatan akan diarahkan pada budaya kerja  dalam meningkatkan kinerja pegawai pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Barat.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya kerja pegawai di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Barat belum diterapkan secara optimal  meskipun demikian tindakan yang dilakukan sudah diarahkan pada nilai-nilai atau norma yang berlaku dalam dalam budaya kerja dan secara aplikatif menunjukkan indikasi cukup baik.Kurang optimalnya penerapan  budaya kerja dikarenakan kurangnya sosialisasi pada pegawai, baik dari frekuensi maupun media. Internalisasi dan institusinalisasi budaya kerja dari sisi komitmen pegawai dan keteladanan pemimpinan dalam penerapan budaya kerja sudah cukup baik, dinamika kerjasama kelompok meskipun tidak dalam bentuk KBK namun telah mampu menunjukkan hasil yang cukup optimal, sedangkan melalui pendidikan dan latihan masih minim baik dari frekuensi maupun metode.  
Kata Kunci : Budaya Kerja, Kinerja Pegawai
Abstract

The purpose of this study is to describe and analyze : Cultural Study of Work In Improving Employee Performance. Research focus set include employee commitment in carrying out duties, authority and responsibility for the work performed, Professionalism employee in performing the task, creativity and sensitivity in dealing with employee jobs, Accuracy and Speed​​, Discipline and regularity of work, and Dedication & Loyalty apparatus in the work. Data analysis techniques used in the study was developed as an interactive model of Miles and Huberman.
Research methodology used in this research is descriptive qualitative. Qualitative descriptive study intends to describe the relationship of an event to get a picture of the phenomena occurring in the object of research. The focus will be directed at the work culture in improving the performance of employees in the Regional Planning Board of West Kutai Regency.
The results showed that the culture of employees working in the Regional Planning Board of West Kutai Regency has not implemented optimally nevertheless been directed actions performed on the values ​​or norms applicable in the work culture and the applicative pretty good indication. This is indicated by the majority of the attitudes and behavior of employees in carrying out their duties meet the qualifications specified in the work culture. Less than optimal implementation due to lack of work culture on employee socialization, both the frequency and the media. Institusinalisasi internalization and work culture of the employees' commitment and exemplary leadership in the application of work culture is quite good, though not the dynamics of group collaboration in the form of the KBK, but has been able to demonstrate that the results are optimal, while through education and training is still limited both in frequency and method. 

Keywords: Work Culture, Employee Performance
Pendahuluan
Untuk meningkatkan citra aparatur pemerintah maka pemerintah telah mengeluarkan Peraturan  pemerintah  Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Kebijakan tersebut merupakan jalan tengah yang menjembatani tercapainya dua ekstrim. Pertama, ekstrim kanan sebagaimana yang diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, bahwa pemerintah daerah diberikan dekresi yang sangat luas untuk membentuk organisasi perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan daerah, seperti unsur pemerintah daerah, sedangkan dalam hal jumlah dan besarannya, maka pemerintah daerah sendiri yang menentukan, akibatnya banyak pemerintah daerah yang memiliki dinas, badan, kantor yang kurang memiliki fungsi, dan tidak sesuai dengan kebutuhan daerah, bahkan hanya sesuai dengan keinginan pejabat daerah dalam  arti untuk menempatkan orang-orang pejabat daerah, akibatnya efisiensi dan efektivitas birokrasi pemerintah kurang menjadi nilai utama yang diperjuangkan. Kedua, ekstrem kanan sebagaimana yang diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah yang memberi batasan maksimal kepada pemerintahan daerah untuk membentuk organisasi perangkat daerah paling banyak 14 Dinas dan 8 Lembaga Teknis Daerah berdasarkan bidang pemerintahan yang memenuhi skor tertentu. Alhasil, Peraturan pemerintah tersebut hanya memberi batasan yang sangat ketat pembentukan organisasi perangkat daerah, tetapi tidak memberikan solusi dalam mengembangkan pola karier pegawai dan kinerja organisasi. Dengan demikian kebijakan yang dilakukan melalui PP 41 tahun 2007 memiliki implikasi untuk mengambil jalan tengah, yaitu disatu sisi daerah dibatasi OPD-nya berdasarkan besaran organisasi, disisi lain daerah dapat membentuk OPD yang jenisnya disesuaikan dengan kebutuhan daerah. 
Dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Pasal 3 ayat (1) tentang Pokok-pokok Kepegawaian, dijelaskan bahwa Pegawai Negeri berkedudukan sebagai unsur pelaksana Negara akan memberikan kontribusi yang beraarti pada tujuan organisasi manakala memiliki kemampuan profesional, dedikasi, ethos kerja, dan loyalitas yang tinggi terhadap pekerjaan. Dalam hal ini yang dimaksud budaya kerja, adalah suatu sikap dan perilaku individu dari kelompok aparatur negara yang didasari atas nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan menjadi sifat serta kebiasaan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan sehari-hari. (KEPMENPAN Nomor 25/Kep/M.PAN/4/2002 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Negara).

Budaya kerja yang tampak di lembaga publik secara aplikatif  masih terjadi desparitas, seharusnya mempunyai kesamaan meskipun pada daerah yang berbeda, karena adanya tradisi dan  kebiasaan setempat, maka budaya kerja bisa saja dimungkinkan terjadi berbeda. Meski demikian secara implementatif selalu mengarah kepada tujuan yang sama dalam organisasi. Sedangkan dalam organisasi yang berbeda, budaya kerja akan berbeda, karena institusi yang berbeda, mempunyai visi, misi, nilai, tujuan yang berbeda yang diterjemahkan ke dalam strategi yang berbeda pula. 

Kerangka Dasar Teori 
Konsep Budaya Kerja
Budaya (culture) berasal dari bahasa latin Colere yang artinya mengolah, mengerjakan, menyuburkan, dan mengembangkan. Asal mula Budaya berasal dari kata Budaya yang berasal dari bahasa Sansakerta “Budhayah” sebagai bentuk jamak dari kata dasar “budhi” yang artinya akal atau segala sesuatu yang berkaitan dengan akal pikiran, nilai-nilai dan sikap mental (Kepmenpan No. 25/KEP/M.PAN/04/2002).

Menurut Edward Taylor dalam Sobirin (2007:52) budaya adalah kompleksitas menyeluruh yang terdiri dari pengetahuan, keyakinan, seni, moral, hukum, adat istiadat dan berbagai kapabilitas lainnya serta kebiasaan apa saja yang diperoleh seorang manusia sebagai bagian dari sebuah masyarakat.  

Sedangkan menurut Stoner dalam Moeljono (2003:16) budaya adalah gabungan kompleks asumsi, tingkah laku, cerita, mitos, metafora dan berbagai ide lain yang menjadi satu untuk menentukan apa arti menjadi anggota mayarakat tertentu. Pentingnya budaya dalam mendukung keberhasilan satuan kerja menurut  Newstrom dan Davis (1993:58-59); budaya memberikan identitas pegawainya, budaya juga sebagai sumber stabilitas serta kontinyuitas organisasi yang  memberikan rasa aman bagi pegawainya, dan yang lebih penting adalah budaya membantu merangsang pegawai untuk antusias akan tugasnya. Sedangkan tujuan fundamental budaya adalah untuk membangun sumber daya manusia seutuhnya agar setiap orang sadar bahwa mereka berada dalam suatu hubungan sifat peran sebagai pelanggan pemasok dalam komunikasi dengan orang lain secara efektif dan efisien serta menggembirakan (Triguno, 2004:6).

Pola Pembentukan Budaya Birokrasi
Dari berbagai studi menunjukkan bahwa berbagai kondisi dan praktek yang diciptakan oleh pemilik di organisasi bisnis atau pimpinan (organisasi publik) dapat merupakan faktor pembentuk budaya dalam perusahaan yang baik. Berbagai kondisi itu antara lain; (1) proses rekruitmen, penempatan dan pengembangan SDM yang terencana, (2) penetapan sistem gaji dan pengupahan yang layak dan bersaing, (3) penciptaan lingkungan verja yang menarik dan kondusif, baik secara fisik, intelektual, maupun emosional, (4) program pendidikan dan pelatihan yang terencana, (5) pembinaan kerohanian dan kegiatan sosial, (6) penentuan tujuan dan sasaran yang jelas (Sjamsir, 1996). 

Budaya organisasi senantiasa fluktuatif tergantung pada kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi. Jadi budaya organisasi stabil dalam beberapa saat untuk kemudian menemukan formula budayanya yang baru. Ketatnya kompetisi bisnis dan perubahan iklim dunia industri dalam tempo yang cepat akan mendorong elit dan pucuk pimpinan perusahaan memodifikasi aturan dan mengevaluasi sistem nilai dan budaya yang ada. Tantangan baru dalam persaingan bisnis akan mendorong  organisasi bisnis menghapus budaya lama dan mengadopsi tatanan baru untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada. Begitu pula pada organisasi publik adanya dinamika  perubahan pada masyarakat menjadi motivasi tersendiri untuk melakukan penyesuaian dengan merombak budaya lama dan mengadopsi nilai-nilai baru yang sesuai dengan tuntutan perubahan.
Diantara faktor dominan yang mempengaruhi pembentukan budaya organisasi adalah kepemimpinan. Kepemimpinan di sini dimaksudkan sebagai sikap dari pemilik/pengusaha/manager yang merupakan pelaku utama dalam penciptaan mentalitas etos kerja, serta budaya perusahaan. Menurut Kotter dan Heskett (1992:6) ada empat variabel yang membentuk atau pengarahkan perilaku manajamen suatu organisasi antara lain  : 

1.
Budaya organisasi,

2.
Struktur formal, system, rencana dan kebijakan,

3.
Kepemimpinan, dan 

4. Daya saing dan lingkungan teratur

Fungsi Budaya Kerja
Stephen P. Robbins (1990: 301) membagi lima fungsi budaya organisasi, yakni:

a. Berperan menetapkan batasan.

b. Mengantarkan suatu perasaan identitas bagi anggota, organisasi. 

c. Mempermudah timbulnya komitmen yang lebih luas daripada kepentingan individual seseorang.

d. Meningkatkan stabilitas sistern sosial karena, merupakan perekat social yang membantu mempersatukan organisasi. 

e. Sebagai mekanisme kontrol dan menjadi rasional yang memandu dan membentuk sikap serta perilaku para karyawan.

Selanjutnya menurut Schein dalam bukunya membagi fungsi budaya organisasi berdasarkan tahap pengembangannya, yaitu:

a . Fase awal merupakan tahap pertumbuhan suatu organisasi

Pada, tahap ini, ftmgsi budaya organisasi terletak pada, pembeda, baik terhadap lingkungan maupun terhadap kelompok atau. Organisasi lain. 

b.  Fase pertengahan hidup organisasi

Pada fase ini, budaya organis.asi berftmgsi sebagai integrator karena munculnya sub‑sub budaya baru sebagai penyelamat krisis identitas dan membuka kesempatan untuk mengarahkan perubahan budaya organisasi. 

c . Fase dewasa

Pada fase ini, budaya organisasi dapat sebagai penghambat dalarn berinovasi karena berorientasi pada kebesaran masa jalu dan menjadi sumber nilai untuk berpuas diri. 

Peran Budaya Organisasi
Veithzal R (2003:430) mengemukakan bahwa budaya organisasi berperan dalam :

1. Menetapkan tapal batas, dalam arti menciptakan perbedaan yang jelas antara satu organisasi dengan organisasi lainnya.

2. Memberikan ciri identitas bagi anggota organisasi

3. Mempermudah timbulnya komitmen yang lebih luas daripada kepentingan individu

4. Meningkatkan kemantapan sistem sosial

5. Memandu dan membentuk sikap angota organisasi (budaya sebagai mekanisme pembuat makna dan kendali)

Selanjutnya Robbins (1998; 248) mendefinisikan budaya organisasi (organizational culture sebagai suatu sistem makna bersama yang dianut oleh anggota-anggota yang membedakan organisasi tersebut dengan organisasi yang lain. Lebih lanjut, Robbins (1998; 248) menyatakan bahwa sebuah sistem pemaknaan bersama dibentuk oleh warganya yang sekaligus menjadi pembeda dengan organisasi lain.
Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan alat yang penting untuk mengevaluasi value for Money disektor publik. Value for money merupakan elemen utama, yaitu ekonomi, efisien dan efektifitas. Sendarmayanti (2003:68), mengatakan bahwa pengukuran kinerja yang dilakukan terus menerus dan berkesinambungan dapat memberi umpan balik yang penting, artinya bagi upaya perbaikan guna mencapai keberhasilan di masa yang akan datang. 

Untuk menilai hasil pekerjaan seseorang, kelompok, maupun institusi lebih popular apabila dengan menggunakan istilah kinerja. Kinerja itu sendiri mengandung makna identik dengan istilah prestasi. Keduanya  mempunyai kesamaan dalam menetapkan  tolok ukur, seperti penghematan dan kesalahan dan sebagainya, tetapi hampir seluruh cara pengukurannya  mempertimbangkan kualitas, kuantitas, dan ketepatan waktu (Davis & Newstron, 2002 : 261).

Flippo ( 2001 : 241) menegaskan bahwa pengukuran kinerja dapat ditinjau dari dua aspek yaitu dari kualitas dan kuantitas. Dari aspek kualitas dapat diukur berdasarkan ketepatan, keterampilan, ketelitian, dan keterampilan hasil kerja, sedangkan dari kuantitas kerja dapat diukur melalui jumlah keluaran yang dihasilkan karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan. 

Pendapat senada dikemukakan oleh Simamora (2002 : 241) pengukuran kinerja dapat dilihat dari segi kuantitas dan kualitas atau produk yang dihasilkan, serta banyaknya kesalahan atau tingkat kesukaran. Sejalan dengan pendapat tersebut Dessier (dalam Zauhar,  2004 : 171) menyatakan evaluasi tersebut dapat diukur dengan melihat kualitas atau mutu kerja yang dijalankan, dan pengukurannya dapat dilakukan melalui beberapa aspek sebagai berikut :

1. Quality, merupakan tingkat sejauhmana proses atau hasil pelaksanaan kegiatan mendekati kesempurnaan atau mendekati tujuan yang diharapkan.

2. Timeline, merupakan merupakan tingkat sejauhmana kegiatan didlaksanakan pada waktu yang dikehendaki, dengan memperhatikan koordinasi, output lain serta waktu yang tersedia untuk kegiatan lain.

3. Quantity, merupakan jumlah yang dihasilkan, misalnya jumlah unit, jumlah siklus kegiatan yang diselesaikan dan lain-lain.

4. Cost effectiveness, tingkat sejauhmana penggunaan daya organisasi (manusia, keuangan, teknologi, material) dimaksimalkan untuk mencapai hasil yang tertinggi atau pengurangan kerugian dari setiap unit penggunaan sumber daya.

5. Need for supervision, merupakan tingkat sejauhmana seorang pekerja dapat melaksanakan suatu fungsi pekerjaan tanpa memerlukan pengawasan seseorang  supervesor untuk mencegah tindakan yang kurang diinginkan.

6. Interpersonal impact, menilai tingkat sejauhmana pegawai memelihara harga diri, nama baik dan kerjasama di antara rekan kerja.

Hasil Penelitian

Penerapan Budaya Kerja Pegawai
Untuk mendapat gambaran yang lebih jelas mengenai penerapan budaya kerja pegawai di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Barat, yang didasarkan atas data-data yang diperoleh di objek penelitian maka secara substantif dapat dideskripsikan sebagai berikut : 

Sosialisasi Nilai-Nilai Budaya Kerja
Sosialisasi merupakan tahap awal dari kegiatan penerapan budaya kerja yang mana hasilnya akan sangat berpengaruh terhadap pemahaman dan praktik budaya kerja di dalam pelaksanaan tugas keseharian. Sosialisasi budaya kerja menjadi bagian penting dalam membangun sikap dan perilaku pegawai sesuai norma-norma yang berlaku dalam suatu instansi. Hal tersebit dimaksudkan untuk menjamin tindakan bersama (cooperative action) dalam rangka peningkatan kinerja. Walaupun konsepsi budaya kerja itu sudah dirumuskan dengan baik, belum tentu dapat memberikan jaminan kepada pegawai berperilaku baik, karena tergantung pada pelakunya dalam menerapkan budaya kerja sesuai kualifikasi yang diharapkan. Untuk maksud tersebut maka perlunya sosialisasi mengenai budaya kerja yang berorientasi pada kinerja. 

Kebijakan penerapan budaya kerja yang merujuk kepada nilai-nilai budaya kerja sebagaimana yang diatur berdasarkan Keputusan Menteri PAN nomor 25/KEP/M.PAN/4/2002 tentang Budaya Kerja, mengarah kepada usaha dalam rangka meningkatkan profesionalitas aparatur negara sehingga mampu menunjukkan kinerja pegawai yang baik.  Dalam hal budaya kerja pegawai, terdapat tiga unsur penting yang saling berinteraksi yaitu nilai-nilai, institusi/sistem kerja dan sumberdaya  aparatur, serta disamping faktor lingkungan ikut menentukan.
Dari data hasil penelitian mengenai sosialisasi penerapan budaya kerja dapat diketahui bahwa sosialisasi budaya kerja di Bappeda kurang dilakukan secara optimal. Intensitas sosialisasi baik dari dalam maupun dari luar instansi terbatas. Sosialisasi melalui pemberian buku dan arahan pimpinan masih belum optimal memberi wawasan mengenai budaya kerja. Belum terarahnya pola sosialisasi penerapan budaya sesuai dengan visi, misi dan tujuan organisasi. 

Internalisasi dan Institusionalisasi Budaya Kerja
Implementasi nilai-nilai luhur Pancasila dalam organisasi menuntut perubahan cara komunikasi dan yang biasa dilakukan secara vertical dari atas kebawah, menjadi hubungan lebih horizontal dan partisipatif. Demikian juga gaya kepemimpinan menjadi lebih banyak mengajak daripada memerintah, memberikan keteladanan, mendorong dan memberikan kepercayaan lebih besar kepada bawahan. Sebagai konsekuensi gaya partisipatif tersebut maka dalam pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah dan mufakat. Dengan gaya manajemen seperti tersebut diatas akan mendorong bawahan menjadi lebih merasa ikut memiliki, ikut bertanggungjawab dan mawas diri. Hal ini sangat penting bagi pengembangan SDM agar mampu memberikan sumbangan kerja yang terbaik atau optimal bagi manajemen.

Dalam upaya penerapan budaya kerja, perlu diketahui juga sejauhmana internalisasi dan institusionalisasi nilai-nilai budaya kerja  tersebut. Internalisasi adalah proses diterapkannya nilai-nilai budaya kerja dalam diri pegawai oleh pegawai yang terlihat dari sikap dan perilakunya dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan, sedangkan institusionalisasi adalah penerapan nilai-nilai budaya kerja pada sistem pelaksanaan tugas dan pekerjaan sehari-hari disetiap unit kerja instansi pemerintah. Dari sisi konsistensi pegawai, hasil penelitian menjelaskan pegawai pada umumnya menyatakan konsisten dan menyatakan kesepakatannya terhadap penerapan budaya kerja di kantor ini. Mereka pada umumnya melihat dari sisi nilai-nilai budaya kerja yang positif dan kesadaran mereka akan pilihannya menjadi pegawai negeri yang harus menjalankan peraturan yang berlaku. Pegawai pada umumnya mengetahui nilai-nilai budaya kerja yang dikembangkan melalui Keputusan Menpan tersebut, namum karena sosialisasi terbatas dan cenderung sporadis (tidak tentu, sangat jarang, tidak pasti) maka kecenderungan pegawai lupa atau tidak mengingat lagi nilai-nilai budaya apa yang perlu dikembangkan. Sedangkan yang mereka saat ini ingat adalah pelaksanaan “10 budaya malu” yang sedang dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten.
 Jika ditelaah lebih lanjut sebenarnya penerapan budaya malu ini sejalan dengan budaya kerja yang dikembangkan dengan keputusan MENPAN. Jika melihat keteladanan yang diberikan oleh pemimpin yang menurut penilaian pegawai menyatakan cukup baik, maka hal ini merupakan faktor yang mendukung institusionalisasi budaya kerja, upaya pemberian contoh dalam pengembangkan budaya kerja di kantor. Pegawai pada dasarnya menyatakan bahwa konsistensi memerlukan keteladanan, duanya tidak terpisah. Hasil penelitian mengenai keberadaan Kelompok Budaya Kerja di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Barat belum diterapkan sepenuhnya. Hal ini dikarenakan belum adanya respon dari par pegawai, demikian juga dengan pimpinan, sehingga pelaksanaan budaya kerja dalam bentuk praktik melalui KBK belum dapat dilihat. Namun demikian dinamika kelompok telah terbentuk. Kerjasama yang terjalin dengan cukup baik, interaksi dalam bentuk komunikasi telah terjalin baik, belum ada konflik diantara masing-maisng kelompok tugas. Intensitas hubungan baik dalam lingkup kerja maupun informal diantara pegawai dinilai cukup baik. Demikian juga dengan keeratan hubungan antar pegawai cukup baik. Pembagian tugas yang tersusun dalam tupoksi dan bagan organisasi sudah dipahami oleh para pegawai.  Meskipun dapat dikatakan bahwa penerapan budaya kerja melalui KBK kurang mendapat apresiasi oleh para pegawai, telah terbentuk dinamika kelompok kerja yang baik.
Internalisasi dan institusionalisasi nilai-nilai budaya kerja suatu instansi dapat diketahui dari komitmen dan keteladan dari pimpinan instansi, penerapan dinamika kelompok kerja dan penyelenggaraan pendidikan dan latihan penerapan budaya. Kemudian dalam hal pendidikan dan pelatihan sebagai parameter budaya kerja, ternyata hasil penelitian menunjukkan bahwa minimnya pegawai dalam mengembangkan pengetahuan dan kemampuan melalui budaya kerja ini. Pegawai hanya mengandalkan materi dari pelaksanaan Diklat resmi seperti Diklat Prajabatan atau Diklat PIM, sedangkan pegawai yang mengikuti seminar atau workshop budaya kerja jumlahnya sangat minim. Namun demikian para pegawai yang mengikuti beberapa kegiatan penerapan budaya kerja menilai bahwa apa yang mereka dapatkan dalam kegiatan itu sangat bermanfaat dan dijadikan petunjuk bagi pegawai dalam bekerja.

Penerapan Budaya Kerja Melalui Partisipasi dan Opini Publik
Penerapan Partisipasi Masyarakat dan Opini publik merupakan salah satu sarana kuat dan efektif untuk secara bertahap mengubah sikap dan perilaku aparatur negara dalam melaksanakan tugas. Opini publik ini juga akan dapat menjadi sarana kontrol sosial serta memberikan masukan berharga bagi perbaikan perumusan kebijakan publik dan pelaksanaannya yang tepat sesuai aspirasi masyarakat. Upaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Klutai Barat dalam mengembangan partisipasi dan opini publik, adalah dengan Pembuatan website Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Peremerintah Kabupaten dengan alamat URL http://bappeda.kubarkab.go.id serta komunikasi sosial. Website ini merupakan website resmi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai upaya awal mengenalkan SKPD kepada masyarakat secara luas. Webset  ini mudah diakses oleh SKPD, dalam rangka membangunan hubungan yang lebih kondosif. . Fiturnya yang sederhana memudahkan masyarakat untuk mencari informasi yang mereka inginkan. Masyarakat akan tahu visi, misi dan tujuan organisasi, fungsi dan tugas pokok SKPD dan struktur organisasi. (Hasil telaah, 5 Juni 2014)
Website tersebut juga difungsikan untuk menyebarkan informasi bagi pemerintah kabupatenKutai Barat dan sebagai penyebarluasan informasi mengenai keberadaan Badan dalam lingkup satuan perangkat daerah kabupaten Kutai Barat semakin jelas.  Dengan demikian eksisten lembaga dapat diketahui perannya dalam lingkungan pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu penyebarluasan informasi mengenai keberadaan lembaga kepada masyarakat, baik itu berupa kegiatan pemerintah, kebijakan pemerintah maupun pengumuman-pengumuman lainya akan semakin jelas  (Hasil telaah, 5 Juni 2014)

Selain itu website Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berguna sebagai sarana komunikasi  untuk membangun keprcayaan lembaga lain dan masyarakat terkait hal-hal yang berhubungan dengan pelayanan publik. Fungsi ini yang sangat bermanfaat bagi ikutsertanya masyarakat dalam menilai kegiatan-kegiatan pemerintah. Khususnya bagi penerapan partisipasi dan opini masyarakat terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat dapat memberi masukan dan informasi yang berharga bagi perbaikan kinerja dan profesionalisme pegawai pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Barat. Dalam komunikasi sosial, Bappeda  telah berupaya menyampaikan penjelasan kebijakan dan perkembangan pelaksanaan budaya kerja, khususnya peraturan dan tatacara dari berbagai kegiatan pelayanan umum kepada masyarakat. Masyarakat supaya mendapat informasi yang jelas dan lengkap mengenai pelayanan yang diberikan kepada mereka, begitu pula kewajiban masyarakat yang harus dipenuhi serta menyerap keinginan dan kritik dari masyarakat mengenai pelayanan umum serta aspek-aspek budaya kerja lainnya untuk upaya perbaikan selanjutnya. 

Penggunaan media dalam komikasi sosial oleh Bappeda pernah dilakukan melalui TV Kalimantan Timur dan berbagai siaran radio RRI maupun Radio swasta. Sosialisasi melalui media masa ini dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi aparatur pemerintah untuk memperbaiki diri melalui kesadaran sendiri karena terasa betapa besar harapan masyarakat kepada aparatur negara. Pembangunan opini publik dapat merupakan salah satu sarana kuat dan efektif untuk secara bertahap mengubah sikap dan perilaku aparatur negara dalam melaksanakan tugas. Opini publik ini juga akan dapat menjadi sarana kontrol sosial serta memberikan masukan berharga bagi perbaikan perumusan kebijakan publik dan pelaksanaannya yang tepat sesuai aspirasi masyarakat.

Penerapan Budaya Kerja dan Kinerja Pegawai
Sasaran utama penerapan budaya kerja adalah untuk mewujudkan aparatur negara yang etis, bermoral, profesional berdisiplin dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya seharihari, sehingga dapat meningkatkan produktivitas, kualitas pelayanan masyarakat, dan daya saing didalam negeri maupun dunia internasional secara berkelanjutan. Penerapan budaya kerja melalui aktuliasasi nilai-nilai budaya kerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pegawai secara implemtatif dapat meningkatkan kinerja pegawai baik secara indivisu maupun kelompok. Nilai-nilai budaya kerja yang dikembangkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Barat mengandung efek yang cukup besar terhadap pandangan, sikap dan perilaku pegawai.

Faktor-faktor yang mendukung penerapan  budaya kerja di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

a. Kebijakan dari Menpan 25/KEP/M.PAN/4/2002 sebagai Acuan Dasar Pelaksanaan Penerapan Budaya Kerja yang telah berisi telaah dan penjelasan yang cukup lengkap dan jelas bagi instansi pemerintah Khususnya di Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Kutai Barat.

b. Kebijakan penerapan “10 Budaya Malu” di seluruh Sstuan kerja perangkat daerah di Kabupaten Kutai Barat  menjadi pelengkap penerapan budaya kerja.
c. Minat, kesadaran dan pandangan positif dari jajaran pegawai pada Dinas, Badan, Kantor yang mendukung diterapkannya nilai-nilai budaya kerja.
d. Kebijakan dari pemerintah Kabupaten Kutai Barat melalui peningkatan kesejahteraan pegawai sehingga pegawai merasa dihargai dan bersemangat bekerja sesuai dengan nilai-nilai budaya kerja baik. 
Faktor-faktor yang menghambat penerapan  budaya kerja di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

a. Sosialisasi penerapan budaya kerja sesuai Kepmenpan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat yang sangat terbatas.
b. Kurangnya respon pegawai terhadap pembentukan Kelompok Budaya Kerja (KBK) sebagai salah satu metode internalisasi dan institusionalisasi nilai-nilai budaya kerja sehingga pelaksanaan penerapan budaya kerja belum optimal.
Kesimpulan 

1. Budaya Kerja adalah suatu falsafah yang didasari oleh pandangan hidup sebagai nilai-nilai yang menjadi sifat, kebiasaandan kekuatan pendorong, membudaya dalam kehidupan suatu kelompok masyarakat atau organisasi, kemudian tercermin dari sikap menjadi perilaku kepercayaan, cita-cita, pendapat dan tindakan yang terwujud sebagai "kerja" atau "bekerja". Budaya Kerja organisasi adalah manajemen yang meliputi pengembangan, perencanaan, produksi dan pelayanan suatu produk yang berkualitas dalam arti optimal, ekonomi dan memuaskan.
2. Sebagai Pegawai Negeri Sipil berusaha menyebarkan budaya kerja dan penuh cinta pada PNS karena hanya dengan cinta, PNS akan mampu mengarungi kehidupan kerja PNS yang carut marut dengan penuh gairah dan semangat, karena hanya dengan cinta terhadap pekerjaannya mereka akan tercetak menjadi tenaga-tenaga PNS yang Professional, karena tanpa mencintai profesi sebagai PNS, maka PNS akan bekerja dengan setengah hati tanpa motivasi salah jalan dalam menekuni pekerjaan seperti banyak birokrat alami saat ini atau mungkin malah keluar dari PNS mencari penghidupan lain yang lebih menyenangkan. 

3. Professional, karena tanpa mencintai profesi sebagai PNS, maka PNS akan bekerja dengan setengah hati tanpa motivasi salah jalan dalam menekuni pekerjaan seperti banyak birokrat alami saat ini atau mungkin malah keluar dari PNS mencari penghidupan lain yang lebih menyenangkan.
4. Penerapan budaya kerja aparatur di Badan Perencanaan Pembangunan daerah kurang maksimal, meskipun demikian tindakan yang dilakukan menunjukkan indikasi cukup baik. Hal tersebut terindikasi oleh sebagian besar sikap dan perilaku pegawai dalam menjalankan tugasnya memenuhi kualifikasi yang ditentukan dalam budaya kerja.  Kurang optimalnya penerapan  budaya kerja dikarenakan kurangnya sosialisasi pada pegawai, baik dari frekuensi maupun media. Internalisasi dan institusinalisasi budaya kerja dari sisi komitmen pegawai dan keteladanan kepemimpinan dalam penerapan budaya kerja sudah cukup baik, dinamika kerjasama kelompok meskipun tidak dalam bentuk KBK namun telah mampu menunjukkan hasil yang cukup optimal, sedangkan melalui pendidikan dan latihan masih minim baik dari frekuensi maupun metode.  Sedangkan pengembangan partisipasi dan opini publik telah dilakukan meskipun tapi tidak efektif dan belum mendapatkan hasil (feedback) seperti yang diharapkan.

5. Faktor yang mendukung adalah dasar ketentuan pengembangan budaya kerja dari Kepmenpan nomor 25/KEP/M.PAN/4/2002, komitmen pimpinan yang selalu mendukung upaya peningkatan SDM pegawai dalam meningkatkan kinerja, sosialisasi “10 Budaya Malu” yang mendukung penerapan budaya kerja serta respon dan tanggapan positif dari pegawai atas usaha pengembangan budaya kerja. Sedangkan faktor penghambatnya adalah sosialisasi pengembangan budaya kerja yang sangat kurang.
Saran
1. Hendaknya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Barat secara aktif terus mensosialiasikan pengembangan budaya kerja sesuai dengan Kepmenpan nomor 25/KEP/M.PAN/4/2002 dengan melalui media majalah, koran, atau media lainnya seperti yang sosialisasi terhadap 10 budaya malu. 

2. Hendaknya mencari alternatif kegiatan untuk mengembangkan partisipasi dan opini publik seperti even-even jalan santai, pasar murah yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Barat.

3. Hendaknya diberikan reward atau penghargaan bagi pegawai yang mengaplikasikan nilai-nilai budaya kerja.

4. Hendaknya dibentuk suatu tim kerja untuk memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan pengembangan budaya kerja di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Barat.
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